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348. Keutamaan Dana untuk Naik Haji Ghair al-Wajib 
untuk Membiayai Amaliyah yang Bersifat Sosial 
Kemasyarakatan 
S5. Bagaimanakah pandangan Muktamar terhadap keutamaan penggunaan 
dana untuk naik haji ghair al-wajib dibandingkan dengan untuk membiayai 

amaliyah yang bersifat sosial kemasyarakatan? | 
J. Pengertian haji ghair al-wajib ' eperti yang ditanyakan itu, dapat 
berarti haji fardhu kifayah, yaitu apabila yang melakukan haji kedua 
dan seterusnya itu orang yang merdeka, yang mukallaf, dan dapat 
berarti haji sunnah -yaitu apabila yang melakukan hamba sahaya 
(ragig), anak kecil (yang belum baligh) dan orang gila. 
Sementara itu, amal sosial kemasyarakatan pun ada yang fardhu 
kifayah, ada pula yang sunah. Maka apabila haji ghair al-wajib dan amal 
sosial sama-sama fardhu kifayah atau sama-sama sunah, mengenai mana 
yang lebih utama, ada dua pendapat: 
1. Lebih utama naik haji. 
2. Lebih utama sosial. 
Keterangan, dari kitab: 
1. Yanah al-Thalibin! | | 
GI GS TE BSE SI Any aa BG 53 LA 013 
SEE OA ENI 3 04, JE SI Ji 
Keduanya (naik haji dan umrah) juga wajib kifayah dilakukan setiap 
“tahun bagi orang-orang merdeka dan baligh, agar dapat menghidupkan 
Ka'bah yang mulia ... dan keduanya sunah bagi hamba sahaya, anak- 
anak dan orang gila. 
2. Hasyiyah 'ala al-Idhah fi 2 Moon 


Jai ale ses la Aa JS 1435 3 Ie3 (SEE dtEl 325 455) 
Lk Bis JA Ga JS ag us 3 Ja JAN AR #OLalI Ge 


aa 


2. af 


ng APN Tong sn ya aa 


| Al-Bakri bin Muhammad Syaththa al-Dimnyati, Yanah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, 
t.th) Juz II, h. 280 
? Ibn Hajar al-Haitami, : Iasyiyah 'ala al-Idhah fi al-Manasik, (Beirut: Dar al-Fikr, th), h. 5. 
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GEA 3A2 Ia Jabal 2 KA 
Pernyataan al-Nawawi, “Dan di antara amal-amal ketaatan yang paling 
besar.” dari situ para ulama menguatkan pendapat Imam Syafi'i yang 
menyatakan bahwa menekuni ilmu lebih utama dari pada shalat sunnah, 
sebab belajar ilmu itu fardhu kifayah dan lebih utama dibanding ibadah 
sunnah. Dan akan diterangkan nanti atas apa yang telah saya sampaikan, 
berdasarkan sedekah wajib -zakat- lebih utama dari pada haji' wajib, dan 
sedekah sunnah lebih utama dari haji sunnah. Begitu kesimpulan yang 
ditunjukkan mayoritas redaksi -kitab figh- dalam masalah yang dari redaksi 
tersebut dipahami pernyataan al-Ubbadi dalam kitab Ziadahnya: “Sungguh 
haji sunnah lebih utama dari pada sedekah sunah.” 
3. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj? : 
SSI IS EA AI SI KI SP YP JA SL ob AE, 


SSB SN aka HE AN 2 IE 01 JA Edi 
GE Ab Jasa 3 363 S3 AAS Ala IS SS 
Sebagaimana telah dijelaskan di bab shalat sunah yang dikutip dari 
al-Oadhi Husain, haji sunnah itu adalah ibadah yang paling afdhal, sebab 
mencakup harta dan badan. Al-Halimi berpendapat: “Haji itu menghimpun 
seluruh pengertian ibadah. Maka orang yang berhaji, seakan ia sekaligus 
melaksanakan shalat, berpuasa, beri'tikaf, berzakat, berjuang di jalan Allah 
Swt. Dan berperang. | 
4. Tanah al-Thalibin? 
AA PL Ia WAE San GI ia JAS AJE SG GI PU GS 03 
Ela Ka SPL 3 33 al C3 Ip ori Jl BAN 
Je EK aa on ika KEB Ie at Ali 
AE KASN JB sai AGS GE Ah Jaa 3 S3 S3 Ke Alas 
OA dunia JB HP IAI GNI ASIN 
Pernyataan Syaikh Zainudin al-Malibari: “Berbeda dengan al-Oadhi.” 
Maksud Oadhi Husain adalah haji lebih utama dari pada shalat, begitu 


—M 


3 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid I, h. 360. 

4 Muhammad Syaththa al-Dinnyati, Panah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid II, 
h. 277. 
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pula lebih utama dari ibadah selainnya. Sebab, haji mencakup -ibadah- 
harta benda dan badan, kita -manusia- telah dipanggil berhaji di saat 
masih -berupa air mani- dalam tulang rusuk -seorang ayah- seperti halnya 
saat itu kita dijanji dengan iman, dan haji mengumpulkan semua subtansi 
ibadah. Maka siapa yang melaksanakannya, seolah ia telah melakukan 
shalat, puasa, i'tikaf, membayar zakat, bergabung dengan pasukan jihad 
fi sabilillah dan berperang, seperti penjelasan al-Halimi. Al-'Allamah Abd 
al-Ra'uf al-Munawi berkata: “Yang jelas pendapat Oadhi Husain "Haji 
itu ibadah paling utama.”, adalah untuk selain ilmu. 
6. Referensi lain: 

a. Hasyiyah al-Sittin, karya al-Matharai, h. 130. 

b. Al-Fatawa al-Kubra, karya Ibn Hajar al-Haitami, Jilid III, h. 143. 

c. Bughyah al-Mustarsyidin, h. 116. 

d. Yanah al-Thalibin, Juz II, h. 284. 


349. Menyembelih Kurban Tidak Dibagikan 
S. Bagaimanakah pendapat Muktamar mengenai menyembelih kurban tidak 
dibagikan, tetapi dibiarkan, yang membutuhkan silahkan mengambil sendiri? 
J. Kurbannya sah. Adapun mengenai membiarkan kurban (tidak 
membagikannya), maka jikalau kurban tersebut gurban mandub, maka 
menurut gaul ashah 'inda al-Syafi'iyyah adalah meninggalkan kewajiban, 
dan jika kurban tersebut gurban wajib maka hukumnya menurut al- 
Syafi'iyyah adalah meninggalkan kewajiban, dan menurut al-Hanafiyah 
meninggalkan kesunahan. 
Keterangan, dari kitab: 
1. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj? 
BSA Rn PAN BI AAN 3 
Dalam memperoleh pahala, maka cukup dengan sekedar pengaliran 
darah (penyembelihan) disertai niat mendekatkan diri kepada Allah Swt. 
2. Bughyah al-Mustarsyidin$ 
03 POM To It AP See UB SEM Bu 3 Dae TT. 
SI Ia KAN ANE GBI UG Wp (RI 5d GAN CL (IL 2) 
Dalam kurban sunah wajib menyedekahkan daging dengan kadar 
yang bisa disebut daging. 


5 Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, 
(Mesir: al-Maktabah al-Islamiyah, t. th.), Juz VIII, h. 134. 

6 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al- 
Haramain, t. th.), h. 258. 
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3. Fath al-arib dan Hasyiyah al-Bajuri” 
GS AAA Up SERA ato Fm Ga KIS (1335) 
Su AA Gas IYA J3 La Tp tar (GS 053) 
(Dan memberi makan) hukumnya wajib dari kurban sunnah kepada 


orang-orang fakir dan miskin. 


Pernyataan Ibn Oasim al-Ghazi: “Orang-orang fakir dan miskin.” 
maksudnya adalah sejenis mereka, meskipun hanya seorang. Maka 
kewajiban itu bisa dicukupkan dengan mentasarufkan daging kurban 
kepada salah seorang fugara' dan masakin. 


4. Minhaj al-Jawim? 
ZENI KIE AA sioia (SALA) 2 BA nb laek 
MI BS ba Ip ARSY (esa am 1 
Dalam kurban sunah, maka harus menyedekahkan kadar yang bisa 


disebut daging ... pengertian menyedekahkan tersebut adalah memberikan 
walaupun tanpa disertai dengan ucapan kepemilikan. 


350. Kurban Bukan dengan Hewan Tetapi dengan Uang 
S. Bagaimana hukumnya kurban bukan dengan hewan, tetapi dengan nilai uang? 
J. Kurban tidak boleh dengan nilai uang. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Riyadh al-Badi'ah? 


Ja Fate WES AG KASN SIG INI 3 PEG II) Tni Fat 


& -. 


Gan ya SKK AN 2 og 


Kurban tidak sah kecuali dengan hewan ternak, yaitu unta, sapi atau 
kerbau dan kambing. Hal ini, karena kurban itu terkait dengan hewan, 
maka dikhususkan dengan ternak sama seperti zakat, sehingga tidak sah 
selain dengan hewan ternak. 


7 Ibn Oasim al-Ghazi dan Ibrahim al-Bajuri, Fath al-Oarib dan Hasyiyah al-Bajuri, (Singapura: 
Sulaiman Mar'i, t th.) Jilid II, h. 301-302. 

8 Jbn Hajar al-Haitami, Minhaj al-Gawim pada Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: Al-Amirah 
al-Syarafiyah, 1326 H), Jilid IV, h. 695. 

9 Muhammad Nawawi bin Umar al-bantani, Riyadh al-Badi'ah, (Mesir: Al-Amirah al- 
Syarafiyah, 1326 H), Jilid IV, h. 695. Lihat pula, Mahfudz al-Termasi, Mauhibah Dzi 
al-Fadhi, Jilid IV, h. 682. 
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351. Menyembelih Kurban di Luar Hari Nahr dan 
Hari Tasyrig 
S. Bagaimana hukumnya menyembelih kurban di luar hari Nahr dan Tasyrig 
dengan alasan agar pembagian dagingnya lebih mengenai sasaran? 
J. Apabila penyembelihan dilakukan di luar hari-hari Nahr dan Tasyrig, 
tidak sah sebagai kurban sunah dan sah sebagai kurban wajib, tapi dalam 
hal kurban wajib ini, mudhahhinya (orang yang berkurban) berdosa 
dan status kurbannya menjadi kurban gadha. 
Keterangan, dari kitab: 
1. Kifayah al-Akhyar" 
SMG SPI LI SIA UG GAN WAS Al Te 3 SAI, 
PG SU Katak AG A5 INN 32 03 
Disyaratkan beberapa ketentuan dalam penyembelihan hewan kurban: 


1. Penyembelihan, 2. Penyembelih, 3. Waktu penyembelihan, 4. Hewan unta, 
sapi dan kambing dalam berbagai jenisnya, sesuai al-Our'an dan hadits. 


352. Tidak Menyembelih Kurban untuk Diserahkan 
Kepada Fakir/Miskin Sebagai Modal Usaha yang 
Lebih Produktif 


S. Bagaimana hukumnya tidak menyembelih hewan kurban dan membiarkan 

hidup untuk diserahkan kepada fakir/miskin sebagai modal usaha yang lebih 

produktif? 

J. Tidak boleh membiarkan hewan kurban tetap hidup untuk diserahkan 

kepada fakir /miskin sebagai modal usaha yang lebih produktif. Akan 

tetapi menurut ba'dh al-Hanafiyah, jika hewan ditahan hingga melewati 

ayyamat Tasyrig, maka hewan itu wajib disedekahkan hidup-hidup. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Hasyiyah Julyubi"! 

Ga SEN GAN SS D1 K3 jan AP Ih HAB EN II KN 3S 

10 Abu Bakar bin Muhammad al-Khishni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar, 
(Indonesia: Dar al-'Ilm, t. th.), Juz II, h. 190. 


1 Oulyubi, Hasyiyah (Julyubi pada Hasyiyata Julyubi wa “Umairah, (Indonesia: Dar Ihya' 
al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.) Jilid IV, h. 254. ' 


398 — Ahkamul Fugaha 


Sebagian ulama memperbolehkan orang yang memperoleh daging 
kurban untuk mengelola (sesudahnya), dengan menjual atau lainnya. 
Pendapat tersebut sangat kuat, jika pihak yang mengambil tersebut dari 
kalangan fakir miskin seperti halnya dalam pengambilan dagingnya. 
Jika bukan kalangan fakir, maka tidak diperbolehkan. Silahkan merujuk 
kembali (permasalahan tersebut). 


353. Kulit Hewan Kurban Dikumpulkan dan Dijual 
untuk Membangun Mushalla, Madrasah 


S5. Bagaimana hukumnya kulit-kulit hewan kurban yang dikumpulkan dan 

dijual, kemudian hasilnya untuk membangun mushalla, madrasah dan sebagainya? 

J. Menjual kulit-kulit hewan kurban tidak boleh kecuali oleh mustahignya 

(yang berhak atas kulit-kulit tersebut) yang fakir/ miskin. Sedangkan bagi 

mustahig yang kaya, menurut pendapat yang mu'tamad, tidak boleh. 

Keterangan, dari kitab: | 

1. Mauhibah Dzi al-Fadh!?? , 

ema Al GA Ia JA Aas J3 CIBA Kb SI (et G3 5) 
| (455127 AE 253) D Keebi M 

Tidak boleh menjual apapun dari hewan kurban sunnah, meski hanya 
kulitnya, sesuai hadits: “Barangsiapa yang menjual kulit hewan kurban, maka 
ia tidak memperoleh kurban apapun.” (HR. Hakim, dan beliau sahihkan) 

2. Bughyah al-Mustarsyidin! 

Bagi orang fakir yang mengambil bagian hewan kurban, makaia berhak 
mengelola, walaupun dengan menjualnya pada orang muslim, karena ia 
telah memiliki apa yang telah diberikan kepadanya. Berbeda jika yang 
mengambil tersebut dari kalangan orang kaya. 

3. Referensi Lain 

a. Busyral Karim, h. 127. 

b. Fathul Wahhab, Jilid IV, h. 296 dan 299. 

c. Asnal Mothalib, Jilid I, h. 525. 


11 Mahfudz al-Termasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: Al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 
H), Jilid IV, h. 697. 

13 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al- 
Haramain, t. th.), h. 258. : 
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354. Panitia Zakat yang Dibentuk Kelurahan 
S. Bagaimana pendapat Muktamar mengenai panitia-panitia zakat yang ada: 
panitia yang dibentuk kelurahan misalnya, dapatkah disebutkan amil zakat 
yang berhak juga menerima zakat? 
J. Dapat disebut amil zakat, bila memenuhi persyaratan-persyaratan 
yang antara lain: adanya pengangkatan langsung dari Imam. 
Keterangan, dari kitab: 
1. Hasytyah al-Bajuri 'ala fath al-Jarib'4 
ME UCI SG LL KLS GI (ad PUN IS yA Jadi 433) 
IA LG 

Pernyataan Ibn Oasim al-Ghazi, “Amil yaitu orang yang dipekerjakan 
imam ...” maksudnya seperti, Sa'i yang menarik zakat atau Katib yang 
mencatat harta zakat yang diberikan pemiliknya (selaku wajib zakat). 


355. Badan-badan Sosial Mendapat Zakat 
S. Bisakah badan-badan sosial mendapat bagian zakat (bagian sabilillah, misalnya)? 
J. Badan-badan sosial tidak dapat bagian zakat, karena tidak termasuk 


salah satu al-ashnaf al-tsamaniyah (golongan delapan yang berhak 
. memperoleh zakat). | 


356. Sebagian Zakat Tidak Diberikan Kepada Golongan 
yang Berhak 
S. Dapatkah zakat, atau sebagian zakat tidak diberikan kepada golongan- 


golongan yang berhak, tetapi ditasarufkan untuk kepentingan kemaslahatan- 
kemaslahatan umum yang lain? 


J. Zakat atau sebagian zakat, tidak boleh ditasarufkan untuk kepentingan 
kemaslahatan umum yang lain. 

Namun ada gaul yang dikutip Imam Oaffal yang menyatakan boleh. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Lubab al-Ta'wrl fi Ma'ani al-Tanzil/Tafsir al-Khazin!5 


14 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-arib , (Singapura: Sulaiman Mar'i, t th), 
Jilid II, h. 301-302. | 

15 Ali bin Muhammad al-Khazin, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil/Tafsir al-Khazin, 
(Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.), Jilid III, h. 240. 
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Ata Ga tie Ja AE ag JL Jina S0 AGAN Jaka SET 383 
ASN AG JG Oi JPO j3 HL Dg yeh di 


AE AA CU Temu 
Sebagian ahli figh memperbolehkan pengalokasian bagian “sabilillah" 
untuk berbagai sektor sosial, seperti mengkafani mayat, membangun 
jembatan, benteng, mesjid dan lain sebagainya. ... Namun pendapat 
yang pertama (yang tidak memperbolehkannya) adalah yang sahih, karena 
sesuai dengan kesepakatan mayoritas ulama. 


357. Sebagian Zakat Dijadikan Modal Usaha 
S. Dapatkah zakat atau sebagian zakat dijadikan modal usaha bagi panitia- 
— panitia atau badan-badan sosial tersebut? 
J. Juga tidak boleh zakat atau sebagiannya dijadikan modal usaha bagi 
panitia-panitia atau badan-badan sosial. 
Keterangan, dari kitab: 
1. Al-Muhadzdzab 15 


Oa Ia LAN Ga Ke JAE Ws SESI ASI, SEN AN, 


Heh pb aa SAN 14 9G tele dip Yak Jalanan IYugai dl 
GA panitia penarik zakat dan penguasa tidak boleh membelanjakan 
zakat yang diperolehnya, sehingga menyampaikannya kepada (fakir 
miskin) yang berhak. Sebab para fakir miskin itu adalah ahl rusyd (pihak 
bisa mengatur sendiri) yang tidak dikuasainya, sehingga penarik zakat 
dan penguasa tidak boleh membelanjakan harta mereka tanpa seizinnya. 


358. Zakat Fitrah Dijual Oleh Panitia dan Digunakan 
Menurut Kebijaksanaan Panitia 
S. Bolehkah zakat fitrah dijual oleh panitia zakat dan dipergunakan (hasil 
penjualannya tersebut) menurut kebijaksanaan panitia? 
J. Zakat fitrah tidak boleh dijual kecuali oleh mustahignya. 
Keterangan, dari kitab: 
1. Hasyiyah al-Bajuri 'ala fath al-Oarib" 


16 Abi Ishag al-Syairazi, al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), Jilid I, h. 236. 
17 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri “ala Fath al-arib , (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid | 
h. 292-293. 
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Sus ie SAN LG JAE IE A6 BS San TS 


on ala eat san in 
Lag GRAN dala Blang KL G3 ENI GARA Jani Re Keuh 
HE li AA) HL Ah 3 BEA Ia 

Fakir dan miskin diberikan zakat sebesar kebutuhan selama umur 
umum manusia (sampai 60 tahun). Maka keduanya harus membeli lahan 
yang digunakannya bekerja dengan zakat yang diberikan. Bagi penguasa 
boleh membelikan lahan itu bagi mereka berdua seperti halnya bagi orang 
yang berperang. Pembelian lahan tersebut bagi orang yang tidak pandai 
bekerja. Sedangkan orang yang pandai bekerja dengan suatu keahlian 
maka diberi zakat untuk membeli peralatan kerjanya, dan orang yang 
pandai berdagang maka diberi zakat untuk membeli barang yang bisa 
diperdagangkannya dengan kadar laba dagangan tersebut bisa mencukupi 
kebutuhannya secara umum. : 
2. Referensi Lain 

a. Al-lgna' Jilid I, h. 200. 

b. Ahkamul Fugaha soal nomor 245. 


359. Menyelenggarakan Shalat Jum'at di Kantor-kantor 


5. Bolehkan menyelenggarakan shalat Jum'at di tempat-tempat seperti kantor- 
kantor dan sebagainya? 

J. Menyelenggarakan shalat Jum'at di tempat-tempat seperti kantor- 
kantor, apabila diikuti orang-orang yang tinggal menetap sampai bilangan 
yang menjadi syarat sahnya Jum'at dan tidak terjadi penyelenggaran 
Jum'at lebih dari satu, maka Nina sah. 


Keterangan, dari kitab: 
1. Bughyah al-Mustarsyidin!8 


AV ERA FE da SE Wo oa SET SN SBI Jet, 
SI Jaa SA S3 gaby Pa EA G5 SE DE Iu 
AA X5 EN PA nga pada 


18 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al- 
Haramain, t. th.), h. 79. 
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Kesimpulan dari pendapat para tokoh ulama adalah, bahwa sebab- 
sebab diperbolehkan shalat Jum'at lebih dari satu itu ada tiga: 1) Tempat 
pelaksanaan shalat sempit sehingga tidak mampu memuat jamaah secara 
umum, 2) Terjadi peperangan antara dua golongan dengan berbagai 
syaratnya, 3) Jauhnya jarak antara batas daerahnya, sehingga suara azan 
tidak terdengar darinya, atau berada di suatu tempat (daerah tersebut) 
yang seandainya keluar (melaksanakan jum'atan) setelah terbit fajar, 
maka tidak menemukannya (telat). Sebab, tidak ada keharusan pergi ke 
Jum'atan kecuali setelah terbitnya fajar. 


360. Menyelenggarakan Shalat Jum'at di Daerah yang 
Ada Mesjid dan Telah Menyelenggarakan Shalat Jum'at 


S. Bagaimanakah hukumnya menyelenggarakan Jum'at di daerah yang telah 
ada mesjid yang menyelenggarakan Jum'at sebelumnya? 

J. Dalam mazhab Syafi'i, penyelenggaraan Jum'at lebih dari satu 
(ta'addud al-Jum'ah) yang melebihi hajah hukumnya tidak boleh. Yang 
dimaksud hajah ialah: Sulit berkumpul ('usr al-ijtima”) antara lain karena 
sempitnya (dhaig al-makan) atau adanya permusuhan ('adawah), atau 
jauhnya pinggir-pinggir negeri (athraf al-balad). 

Keterangan, dari kitab: 

1. Shulh al-Jama'atain bi Jawaz Ta'addud al-Jum'atam!? 


3 


SA Ip Oh yo ARA ia pe GAN aa JAS S3 


BU SE AKAN elia Sisa Te ska TE 2 s3 Ip CASN si 
HE ln Sebait  lg Elas GI BAK AN gir las 


” 
£ 


AN Ha 2NASI Sa ab SES WE bak AIA As 


AR SI Jep RA AG 3 JI TE IA Ia FS db A3 El IA JAN 
Je Kant Ip basa Sa la Kei AAN 3S JO se Jian (EN 


P4 
s 


AE IN KS BOB es ISI 

Jika Anda tahu, bahwa dasar mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan 
shalat Jum'at lebih dari satu di satu daerah, dan kebolehannya telah diambil 
oleh para Ashhab dari diamnya Imam Syafi'i atas Jum'atan lebih dari satu 


19 Ahmad Khatib al-Minagkabawi, Shulh al-Jama'atain bi Jawaz Ta'addud al-Jum'atain, (Mesir: 
al-Mathba'ah al-Miyariyah, 1312 H), h. 29. 
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di kota Baghdad, dan para Ashhab memahami kebolehannya pada situasi 

para jamaah sulit berkumpul, seperti kesulitan yang terjadi di Baghdad, 

mereka pun tidak memberi ketentuan kesulitan itu yang tidak (pula) 

diperselisihkan, lalu muncul para ulama dan generasi sesudahnya, dan 

setiap ulama menentukan kesulitan tersebut sesuai dengan pemahaman 
mereka, dan al-Sya'rani menyatakan bahwa pencegah Jum'atan lebih 

dari satu adalah kekhawatiran terjadi jum'ah dan hal itu sudah hilang, 

maka kebolehan Jum'atan lebih dari satu itu berdasarkan hukum asal 

tentang pelaksanaan shalat Jum'at. Beliau berkata: “Inilah maksud (Nabi: 
Saw.) pembawa syari'ah.” Beliau berargumen, bahwa bila pendirian shalat 
Jum'at lebih dari satu itu dilarang secara dzatnya, niscaya akan terdapat 
hadits yang menerangkannya, meskipun hanya satu. Sementara tidak 

ada satupun hadits yang menyatakan begitu. Maka hal itu menunjukkan 
bahwa diamnya Nabi Saw. Itu bertujuan member kelonggaran kepada 
umatnya. 

2. Al-Mizan al-Kubra? 


PA aa, Yks KU IE NY Yi) J:$ ONE ya 
5 obatan 
Termasuk yang diperselisihkan adalah pendapat imam madzhab 
empat, yaitu tidak boleh jum'atan lebih dari satu dalam satu daerah, 
kecuali jika penduduknya banyak dan sulit berkumpul di satu tempat. 
3. Pugiyan ena 


BI aU ES SE ad jl SG S2 Si sesa Las 
Daan SS So ae Sel ra ab 23 Ea Ga JA VE Said 
AAN GAN EN PAN Ket g ar Pon Ara) 


Dan kesimpulan pendapat para imam adalah, sungguh sebab boleh 
mendirikan jum'atan lebih dari satu itu ada tiga. (i) Tempat shalat 
jum'at yang sempit, yakni tidak cukup menampung para jamaah jum'at 
secara umum. (ii) Pertikaian antara dua kelompok masyarakat dengan 
syaratnya. (iii) Jauhnya ujung desa, yaitu bila seseorang berada di satu 
tempat (ujung desa) tidak bisa mendengar adzan, atau di tempat yang 
bila ia pergi dari situ setelah waktu fajar ia tidak akan menemui shalat 
jum'at, sebab ia tidak wajib pergi jum'atan melainkan setelah fajar. 


3) 


20 Abdul Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t th), Juz IL, h. 13. 
2 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bugkyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al- 
Haramain, t. th.), h. 79. 
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361. Masalah Cek 


5. Bagaimanakah pandangan Muktamar terhadap masalah cek? 

J. Menggunakan cek dalam mu'amalah/tijarah hukumnya boleh. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Takmilah al-Majmu'2 


ja SEN Ga giaa dit AE kambagakara TA sai UIN 1 
GE GT JP ada UI ET Lab Ji Eh dai el Jl Ul Oa 
ja ya Len baya 3 Ke aa KA, Gi 
ed Pin krna 3 gal ala 3 ha IK 3 Sai an es 


me Bai 3 25 dl ina G3 Bi Ian ma, 
Sedangkan cek adalah akta atau kertas dokumen keuangan yang 
pemiliknya bisa meminta pihak yang dikuasakan (semacam Bank) untuk 
mencairkan sejumlah uang sesuai permintaannya, baik dicairkan untuk 
dirinya sendiri, orang lain, atau pembawanya ... berdasarkan kita telah 
melegalkan paper berharga, cek dan wesel untuk menetapkan hak-hak 
(kepemilikan). Kita simpulkan begitu dari dasar yang kuat, yaitu 
perintah Allah Swt. untuk mencatat hutang dalam ayat tentang hutang 
dan laranganNya kepada juru tulis untuk enggan menulisnya. Pada 
masa sekarang ini, tidak seorangpun bisa mengingkari keabsahan hak- 
hak yang tertera dalam dokumen ia buat sendiri ... 


2. Takmilah al-Majmu?3 

SAN KI SEN 3 WEE oa 2s SAY) Suap ena SAN 

Can ASI SESI Sp AN 5) dial aaht 3 23 3, ter 

JA Ga 1 Ga hi PO Asin cah 
(3 Al 


Tandatangan dan pernyataan tertulis merupakan keterangan yang 
kuat dalam menetapkan hak. Oleh karena itu, setiap 'urf memiliki hukum 
tersendiri, dan setiap masa serta perkembangannya mempengaruhi 
pandangan figh atas hukum tulisan. Sebab suatu tulisan (yang diajukan 


2 ,.., Takmilah al-Majmu', Jeddah: Maktabah a-Irsyad, t. th), jilid XII, h. 176-177. 
3 ..., Takmilah al-Majmu', Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t. th.), jilid XII, h. 176. 
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pihak terdakwa) ketika dikukuhkan dengan legalitas dan tandatangan, 
maka ketetapan hukum harus berdasarkan padanya, kecuali bila pihak 
terdakwa itu tertuduh membuat kepalsuan pada tulisan tersebut. 


362. Pembayaran Menggunakan Cek Kosong 


S. Sahkah pembayaran menggunakan cek kosong? 
J. Pembayaran menggunakan cek kosong adalah tidak sah, sebab 
termasuk tsaman majhul. 
Keterangan, dari kitab: 
1. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj4 
SPAN Ie JERMAN A2 Tp an RE AAS ah 

Dan kedua orang yang bertransaksi harus mengetahui harganya (secara 
tepat) atau hal lain yang fungsinya sama. Seandainya salah satu dari keduanya 
tidak mengetahuinya, maka transaksipun batal menurut pendapat sahih. 


363. Mencairkan Cek Mundur Mendapat Potongan 
Berdasarkan Prosentase 


S. Bagaimanakah hukumnya mencairkanfmenguangkan cek mundur dengan 

potongan berdasar prosentase? 

J. Adapun hukumnya mencairkan /menguangkan cek mundur dengan 

potongan berdasar prosentase itu melihat akadnya: 

a. Kalau dalam akad jual beli, maka hukumnya sah, sebab cek termasuk 
dapat dimanfaatkan (muntafa' bih). 

b. Kalau dengan akad gardh, tidak sah, karena termasuk gardh yang 
menarik kemanfaatan / keuntungan. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Hasyiyah Mawahib al-Shamad fi Hall Alfazh al-Zubad?5 

BAN IG) Gp G3 KA ai oa pa C3 Ea KE 

(OA gl yg 

Yang bisa dimanfaatkan secara indrawi maupun syar'i, sesuai dengan 

keumuman hadits: “Semua transaksi peminjaman yang menarik keuntungan 


4 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid II, h. 78. 

25 Ahmad Fasani, Mawahib al-Shamad fi Hall Alfazh al-Zubad, (Beirut: Dar al-Fikr, t. 
th.), Jilid II, h. 78. 
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(bagi pihak yang memberi pinjaman) manfaat termasuk riba." (HR. Baihagi, 
dari Ibn Abbas) 


Mengenai Masalah Thalag 

Muktamar NU yang ke 27 mengusulkan kepada pemerintah agar 
meninjau kembali peraturan perundang-undangan tentang beberapa 
hal yang menyangkut masalah perkawinan dan khususnya mengenai 
perceraian (talag) bagi yang beragama Islam.IJ 
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